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Abstrak
TUJUAN PENULISAN, ialah melakukan kajian terhadap perkembangan e-government yang telah diterapkan oleh pemerintah Korea Selatan dan memberikan manfaat yang dapat mempermudah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat di negara Korea Selatan.
METODOLOGI ANALISA yang digunakan dalam penulisan Topik – Topik Lanjutan ini yaitu metode pengumpulan data melalui studi pustaka dan analisa data yang diperoleh yang dapat menjadi bahan untuk landasan teori. 
HASIL YANG DICAPAI adalah mempelajari teknologi yang digunakan dalam penerapan e-government pada negara Korea Selatan, serta keuntungan – keuntungan yang dapat mempermudah masyarakat negara Korea Selatan setelah penerapan e-government.
SIMPULAN dari penelitian ini adalah dengan menerapkan e-government dapat membantu kegiatan masyarakat dengan lebih mudah dan lebih baik.
Kata kunci: e-government, Korea Selatan
BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan zaman, mobilitas masyarakat dunia pada saat ini semakin tinggi karena didorong oleh keinginan masyarakat untuk mempertahankan hidupnya. Masyarakat modern lebih berkompetisi dalam meningkatkan derajat dan mengaktualisasikan dirinya. Efek dari globalisasi disebut sebagai sesuatu yang harus bertanggung jawab dalam masalah ini. Globalisasi telah menjadi virus yang tidak bisa ditahan lagi oleh negara-negara dunia. Negara maju maupun berkembang, beradaptasi agar dapat berkompetisi dengan globalisasi. Perkembangan yang dapat dilihat dan dirasakan dari globalisasi ini yaitu adanya pasar bebas yang mengakibatkan perkembangan teknologi komunikasi dan transportasi semakin pesat.

Efek teknologi membawa dampak bagi masyarakat akan kebutuhan mereka yang menjadi tidak terbatas. Terdapat serangkaian aturan yang mengatur masyarakat di sebuah negara agar dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka. Hal tersebut tentunya dibutuhkan campur tangan dari pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Masyarakat yang tinggal di sebuah negara dapat disebut sebagai warga negara, memiliki konsekuensi untuk menaati semua aturan yang ada pada negara tersebut. Keadaan krusial ini akan dialami oleh kedua belah pihak yaitu pemerintah dan masayarakat. Di satu sisi masyarakat memiliki keingginan yang tidak terbatas dan harus menaati peraturan pemerintah untuk mendapatkan apa yang diinginkan, sedangkan di sisi lain kemampuan pemerintah terbatas dalam memenuhi kebutuhan rakyatnya.

Sebagai solusi dari masalah tersebut pemerintah dapat memanfaatkan dampak globalisasi yaitu kemajuan teknologi dalam melakukan pelayanan kepada masayarakat yang menginginkan sesuatu yang praktis dan ekonomis. E-Government adalah sebuah kampanye yang populer dari pemerintah yang menciptakan dan menggabungkan pelayanan kepada masyarakat dengan memanfaatkan teknologi dan perangkat yang semakin canggih di masa kini. Hal – hal yang berkaitan dengan e-government perlu disosialisasikan kepada setiap warga negara baik pemerintah maupun masyarakat sipiil agar dapat memahami penggunaan dan manfaat dari e-government tersebut.

E-government harus dipandang sebagai sarana bukan sebagai tujuan agar implementasi e-government dapat terlaksana dengan baik, perlu diperhatikan faktor teknis dan non-teknis yang dapat mempengaruhi keberhasilannya. Implementasi e-government yang dikaitkan dengan upaya memenuhi kebutuhan semua sektor kegiatan baik di pemerintahan dan masyarakat membutuhkan kekuatan dari pemimpin yang dapat memberikan teladan dan komitmen bersama. Kepemimpinan menjadi kunci keberhasilan implementasi e-government.

Salah satu negara berkembang yang sudah mengimplementasikan e-government sebagai layanan untuk masyarakatnya adalah Korea Selatan. Pemerintah Korea Selatan mendirikan e-government berdasarkan pada infrastruktur global IT yang terkemuka melalui jaringan internet. E-government yang diterapkan bertujuan untuk membantu orang – orang Korea Selatan mengakses layanan publik tanpa batasan ruang dan waktu, serta mengintegrasikan teknologi IT Korea Selatan dan pelayan publik. 
Korea Selatan sudah menerapkan sistem pemerintahan berbasis teknologi di semua aspek pemerintahannya baik di bidang pendidikan, keuangan, pertahanan, hingga kesejahteraan masyarakat. Layanan e-government Korea Selatan mendukung kecepatan proses administrasi antar departemen sehingga semua masyarakat dapat memproses berbagai permintaan layanan yang diinginkan hanya dengan memeriksa semua jaringan tanpa mengharuskan masyarakat mengajukan dokumen-dokumen yang diperlukan.
Pemerintah Korea Selatan juga memiliki sistem yang mengintegrasikan semua sistem ke dalam dua pusat data, dan menyajikan layanan – layanan administrasi anti gangguan yang dioperasikan oleh tenaga kerja dengan keahlian yang lebih unggul untuk menjamin semua layanan e-government dapat diakses tanpa pernah terputus. 
1.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup suatu masalah merupakan hal yang sangat diperlukan dalam pembuatan laporan untuk membatasi sejauh mana masalah yang dibahas agar tidak menyimpang dari apa yang dimaksudkan dari awal, dengan demikian penulisan laporan ini dapat lebih terarah dan sesuai dengan tujuan. Pada laporan ini akan membahas tentang penerapan e-government yang dilakukan oleh negara Korea Selatan. Layanan yang diberikan e-government diharapkan dapat membantu kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan pemerintahan agar lebih mudah, aman, nyaman, dan cepat. Banyaknya layanan e-government yang diberikan pemerintah Korea Selatan kepada masyarakatnya, maka ruang lingkup yang akan dibahas dalam laporan ini mencakup:

1. Korea Online e-Procurement System – KONEPS

Layanan e-government yang berkaitan dengan prosedur pengadaan pemerintah yang dapat ditangani secara online atau melalui single window.

2. Comprehensive Tax System – Hometax

Layanan e-government yang mempermudah masyarakat wajib pajak untuk mengurus pajak mereka secara online baik dari rumah maupun kantor tanpa harus mengunjungki kantor pajak.
1.3 Tujuan dan Manfaat

Banyak hal yang terjadi dalam penerapan e-government agar dapat menjadi layanan yang baik bagi masyarakat. Hal tersebut dibutuhkan dukungan dan kerja sama antara pemerintah dan masayarakat. Terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai dari penulisan ini dan terdapat beberapa manfaat yang akan diperoleh apabila tujuan-tujuan penulisan tersebut tercapai.
Berikut merupakan tujuan dari penulisan yang dilakukan :

· Mengetahui dengan penerapan e-government dapat membangun jaringan informasi yang dapat mendukung pelayanan publik dengan dan dapat diakses masyarakat luas, serta dengan biaya yang terjangkau.

· Mengetahui dengan penerapan e-government, dapat mendorong kerja sama anatr lembaga pemerintahan dan swasta agar dapat meningkatkan perekonomian.

· Mengetahui dengan penerapan e-government, dapat membentuk sistem manajemen dan proses kerja sama yang baik, transparan, dan efisien antara lembaga pemerintahan.

· Mengetahui dengan penerapan e-government, dapat membentuk sebuah mekanisme dan saluran komunikasi antara lembaga pemerintah dengan publik. 

· Memperoleh gambaran mengenai penerapan e-government yang dilakukan Korea Selatan

Berikut merupakan manfaat yang didapat dari penulisan yang dilakukan :

· Dapat mempelajari dengan menerapkan e-government dapat menurunkan biaya administrasi, waktu yang diperlukan untuk memproses data, dan meningkatlan keakuratan data.

· Dapat mempelajari dengan adanya e-government, dapat mempermudah akses pelayanan untuk semua departemen atau bagian pada semua tingkatan.

· Dapat mempelajari dengan adanya e-government dapat memberi dukungan terhadap ekonomi di negara tersebut.
· Dapat mempelajari dengan adanya e-government dapat meningkatkan kemampuan respons dalam pelayanan publik dari sisi kecepatan dan keakuratan.
1.4 Metodologi Penulisan
Metodologi yang digunakan untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penulisan laporan ini adalah:
1. Studi Pustaka
Studi pustaka dilakukan dengan cara mencari, mengumpulkan, dan membaca artikel maupun jurnal untuk memperoleh informasi yang berhubungan dengan perkembangan e-government di negara Korea Selatan. Data dan informasi yang didapatkan dari studi pustaka dapat digunakan sebagai landasan teori dan menjadi bahan pertimbangan dalam penulisan laporan ini.

2. Analisa data
Analisa data dilakukan dengan cara melakukan analisa terhadap data-data yang diperoleh terkait dengan perkembangan setelah melakukan implementasi e-government di negara Korea Selatan.
1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada laporan ini adalah sebagai berikut:

· Bab 1 Pendahuluan

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, ruang lingkup, tujuan dan manfaat, metodologi penulisan, dan sistematika penulisan.

· Bab 2 Landasan Teori

Bab ini menjelaskan mengenai teori – teori yang digunakan berkaitan dengan topik yang dibahas.
· Bab 3 Pembahasan
Bab ini menjelaskan mengenai penerapan e-government yang dilakukan Korea Selatan dan perkembangan setelah penerapan. 
· Bab 4 Penutup
Bab ini berisi kesimpulan serta saran yang dapat digunakan untuk pembahasan yang lebih lanjut.
BAB 2

LANDASAN TEORI

Berikut merupakan teori-teori yang digunakan sebagai landasan teori dalam penulisan ini:
2.1 E-Government
Literatur menunjukkan bahwa bergerak menuju penyediaan layanan terpadu dan transaksional e-government dianggap sebagai tantangan besar bagi negara-negara berkembang dibandingkan dengan daerah maju. Selain itu, kemajuan dalam mewujudkan potensi penuh dari e-government menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan pelayanan publik dan keterlibatan warga negara-pemerintah telah lambat dan kurang efektif di negara-negara berkembang. (Kamal, 2014)
Janet Caldow mendefinisikan e-goverment sebagai berikut:

“Electronic government is nothing short of a fundamental transformation of government and governance at a scale we have not witnessed since the beginning of the industrial era” (Fatah, 2009).

Anne Mozes mendefinisikan e-government sebagai penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihak lain dengan menggunakan teknologi informasi yang dapat menghasilkan hubungan bentuk baru seperti: G2C (Government to Citizen), G2B (Government to Business Enterprises), dan G2G (Government to Government) (Fatah, 2009).

Menurut Fatah (2009) terdapat kesamaan karakteristik dari setiap definisi e-government di atas, yaitu masing-masing definisi memiliki makna sebagai berikut:

· Merupakan suatu mekanisme interaksi baru antara pemerintah dengan masyarakat dan kalangan lain yang berkepentingan (stakeholder).

· Melibatkan penggunaan teknologi informasi terutama internet.

· Memperbaiki kualitas pelayanan yang selama berjalan

Dapat disimpulkan bahwa definisi e-government mengandung 4 elemen yaitu: teknologi, pemerintah, penyelenggaraan pemerintah dan masyarakat.
Jenis-jenis pelayanan pada E-government
Salah satu cara untuk mengkategorisasikan jenis-jenis pelayanan yang diberikan oleh pemerintah melalui e-government adalah dengan melihat dari dua aspek utama menurut Indrajit (2002) yaitu:

a. Aspek Kompleksitas, yaitu menyangkut seberapa rumit anatomi sebuah aplikasi e-government yang ingin dibangun dan diterapkan
b. Aspek Manfaat, yaitu menyangkut hal – hal  yang berhubungan dengan besarnya manfaat yang dirasakan oleh para penggunanya.

Empat tipe relasi E-government
Menurut Seifert dan Bonham dalam Indrajit (2002) ada empat tipe penerapan e-government:
a. Government to Citizens
Tipe G-to-C ini merupakan aplikasi e-government yang paling umum, yaitu di mana pemerintah membangun dan menerapkan berbagai portofolio teknologi informasi dengan tujuan utama untuk memperbaiki hubungan interaksi dengan masyarakat.
b. Government to Business
Salah satu tugas utama dari sebuah pemerintahan adalah membentuk sebuah lingkungan bisnis yang kondusif agar roda perekonomian sebuah negara dapat berjalan sebagaimana mestinya. Contoh dari aplikasi e-government berjenis G-to-B ini adalah para perusahaan wajib pajak dapat dengan mudah menjalankan aplikasi berbasis web menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan ke pemerintah dan melakukan pembayaran melalui internet.
c. Government to Government
Berbagai penerapan e-government bertipe G-to-G ini yang telah dikenal antara lain: Hubungan administrasi antara kantor-kantor pemerintah setempat dengan sejumlah kedutaan-kedutaan besar atau konsulat jendral untuk membantu penyediaan data dan informasi akurat yang dibutuhkan oleh para warga negara asing yang sedang berada di tanah air.

d. Government to Employees

Pada akhirnya aplikasi e-government juga diperuntukkan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan para pegawai negeri atau karyawan pemerintahan yang bekerja di sejumlah institusi sebagai pelayanan masyarakat. Berbagai jenis aplikasi yang dapat dibangun dengan menggunakan format G-to-E ini salah satunya: Aplikasi terpadu untuk mengelola berbagai tunjangan kesejahteraan, yang merupakan hak dari pegawai hak pemerintahan sehingga yang bersangkutan dapat terlindungi hakhak individualnya.

2.2 E-Procurement
Croom dan Jones (2007) menjelaskan bahwa e-procurement merujuk pada penggunaan penggabungan sistem teknologi informasi untuk fungsi pengadaan, meliputi pencarian sumber daya, negosiasi, pemesanan, dan pembelian. 

Secara umum tujuan dari diterapkannya e-procurement yaitu untuk menciptakan transparansi, efisiensi dan efektifitas serta akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa melalui media elektronik antara pengguna jasa dan penyedia jasa. Demin (2002) menambahkan mengenai tujuan e-procurement yaitu untuk memperbaiki tingkat layanan kepada para users, dan mengembangkan sebuah pendekatan pengadaan yang lebih terintegrasi melalui rantai suplai perusahaan tersebut, serta untuk mengefektifkan penggunaan sumber daya manusia dalam proses pengadaan.
BAB 3

PEMBAHASAN

Mengikuti perkembangan zaman, teknologi sangat dibutuhkan untuk mendukung aktivitas dan membantu mempermudah kegiatan. Kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dalam sebuah negara berkaitan dengan pemerintahan negara tersebut. Seirung dengan banyaknya masyarakat yang bertumbuh, layanan untuk masyarakat juga perlu ditingkatkan. Hal ini mendorong pemerintahan untuk membangun sebuah layanan yang dapat melayani masyarakat dengan lebih cepat. Korea Selatan adalah satu dari sekian banyak negara yang melihat bahwa layanan kepad amasyarakat perlu ditingkatkan. Pemerintah Korea Selatan menerapkan layanan e-government yang membantu mempermudah masyarakat dalam mengurus kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan. 
Layanan e-government mengacu pada sebuah sistem yang memanfaatkan teknologi informasi dan digitalisasi urusan badan – badan administratif dan masyarakat untuk secara efektif memfasilitasi layanan kepada masyarakat sipil dan interaksi di seluruh jajajaran pemerintah. Pemerintah Korea Selatan telah mengejar dan mendirikan layanan e-government sebagai senjata utama untuk memperkuat daya saingnya dengan negara berkembang lainnya. Layanan e-government ini membutuhkan infrastruktur IT secara nasional seperti jaringan internet broadband.

Korea Selatan meletakkan dasar pembangunan e-government dengan membangun jaringan komputer di seluruh area negaranya dan merombak peraturan undang – undang dan kebijakan di tahun 1980-an dan 1990-an. Pemerintah Korea Selatan mulai fokus pada pembangunan e-government pada tahun 2000. Korea Selatan berhasil menerapkan sistem e-government melalui konvergensi dan jaringan yang tersebar. Selain layanan yang diberikan kepada masyarakat, pemerintah Korea Selatan juga menciptakan kehandalan dan keamanan informasi yang maju untuk menjamin kemampuan pengawasan secara real time terhadap kesalahan sistem, keamanan, sistem disaster recovery, dan sistem cadangan real time. 
Untuk memenuhi kebutuhan layanan kepada masyarakat, pemerintah Korea Selatan telah membangun beberapa layanan yang dapat mendukung dan mempermudah kegiatan yang berhubungan dengan pemerintahan. Layanan e-government Korea Selatan dapat dilihat di situs http://korea.go.kr/ . Berikut ini adalah layanan – layanan yang sudah tersedia dan dapat diakses oleh warga negara Korea Selatan yaitu :
· Government Integrated Data Center – GIDC
Data Pusat yang dioperasikan secara individual oleh masing – masing kementerian yang telah diitegrasikan dan dikelola oleh sekelompok orang – orang professional sejak tahun 2005. 
· Electronic Customs Clearance System - UNI-PASS
Prosedur bea cukai dimulai dari deklarasi dan inspeksi untuk pembayaran pajak untuk barang ekspor atau impor yang diproses secara elektronik. Deklarasi item memerlukan pemeriksaan karantina seperti tanaman atau makanan olahan menjadi mudah melalui akses satu kali untuk UNI-PASS.
· Online Patent System – KIPOnet
Semua prosedur yang berkaitan dengan hak paten, seperti permohonan paten dapat dilakukan secara online dan dapat memeriksa kemajuan, dapat dikelola secara elektronik.

· Digital Budget & Accounting System – dBrain
Semua kegiatan keuangan pemerintah dapat dikelola secara real time dimulai dari pendapatan sampai anggaran perencanaan dan pelaksanaan, dana dan manajemen asset, serta lainnya.
· National Disaster Management System – NDMS
NDMS membantu untuk melayani dalam urusan penanggulangan berbagai macam jenis bencana dan menginformasikan seluruh proses layanan pertolongan melalui 119.

· Immigration Control System
Informasi tentang penumpang pesawat terbang yang dijadwalkan kedatangannya dianalisis terlebih dahulu, sementara seluruh proses imigrasi seperti pemeriksaan paspor palsu ditangani secara elektronik. Dengan ini, keamanan nasional dapat ditingkatkan dengan kemampuan responsive yang lebih baik untuk mengetahui paspor palsu.
· Korea Online e-Procurement System – KONEPS
Semua prosedur pengadaan (procurement) pemerintah dapat ditangani secara online melalui single window.
· Comprehensive Tax System – Hometax
Masyarakat wajib pajak dapat menangani urusan pajak secara online di rumah atau kantor tanpa harus mengunjungi kantor pajak.

· Postal Logistics Information System – PostNet
Seluruh proses penerimaan, distribusi, dan memberi surat sudah terintegrasi dan dikelola secara elektronik.

· SOS Public Relief Service
Kelompok sosial yang lemah, termasuk anak – anak, dapat melapor ke polisi untuk penyelamatan dalam situasi darurat tanpa mengucapkan sepatah kata, dengan menggunakan ponsel dan perangkat khusus, sehingga polisi dapat mengidentifikasi lokasi dan menangkap penjahat dengan segera.

· e-Government Standard Framework - eGovFrame Portal
Lingkungan sistem informasi e-government dan modul yang umum digunakan dalam banyak sistem yang dikembangkan bersama – sama oleh seluruh pemerintah.

· Civil Service Portal - Minwon24
Warga negara dapat mengajukan permohonan untuk layanan sipil dan mencetak dokumen resmi atau sertifikat kapan saja di rumah atau kantor melalui internet, tanpa perlu mengunjungi kantor – kantor pemerintah.

· Information Network Villages – Invil
Jaringan informasi Desa (Invil) merupakan salah satu proyek utama untuk ICT pedesaan, yang bertujuan untuk membagi informasi yang lebih dalam, meningkatkan pendapatan masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup di daerah pedesaan dengan memperkenalkan e-commerce.

· e-Participation Portal – ePeople
e-Participation Portal memberi fasiltas agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang memungkinkan menerima saran dan kritik, usulan dan diskusi kebijakan yang akan ditangani melalui sebuah single window.

· Business Process System - On-nara BPS
On-nara BPS memproses, mencatat dan mengelola bisnis administrasi pemerintahan secara online, serta mencatat, mengakumulasi, dan menyebarkan proses dan hasil.
· One-stop Business Support Service - G4B
Portal G4B menyediakan berbagai informasi tentang bisnis, kebijakan dan industri serta layanan opsional lainnya yang diperlukan dalam kegiatan bisnis melalui online single window.

· Employment Portal – WORKNET
WORKNET mengintegrasikan dan menghubungkan berbagai informasi pekerjaan dari organisasi yang berbeda dan mendukung pencarian kerja dengan menghubungkan bisnis dan pencari kerja.

· Intelligent Transportation System – ITS
ITS memberi fasilitas untuk mengoptimalkan operasi lalu lintas otomatis dan menyediakan informasi lalu lintas bagi wisatawan dengan menerapkan informasi, komunikasi dan kontrol teknologi untuk sarana transportasi seperti mobil, kereta, kapal dan pesawat terbang dan fasilitas seperti jalan, rel kereta api, pelabuhan laut dan bandara.
· Shared Use of Administrative Information - e-hanarominwon
Pejabat publik dapat memproses permintaan sipil dan petisi dengan memeriksa informasi secara online melalui sistem e-hanarominwon, dan mengurangi beban pelamar untuk menyerahkan dokumen yang diperlukan.
· Resident Registration Data System
Resident urusan pendaftaran dan manajemen ditangani dalam unit pemerintah daerah, yang memungkinkan pemahaman yang lebih konkret dari hubungan tempat tinggal dan lebih meningkatkan penduduk, kenyamanan serta memfasilitasi proses pelayanan administrasi.
Banyaknya layanan yang diberikan oleh pemerintah Korea Selatan, maka pembahasan pada laporan ini hanya akan membahas beberapa layanan e-government tersebut. Berikut ini adalah pembahasan mengenai beberapa layanan e-government yang telah diterapkan pemerintah Korea Selatan.
3.1. Korea Online e-Procurement System – KONEPS
Banyak negara di dunia sepakat bahwa inovasi dalam sektor pengadaan publik adalah salah satu agenda terpenting bagi inovasi kepemerintahan. Alasannya, pengadaan publik merupakan sebuah hal yang tak terelakkan untuk melaksanakan kebijakan pemerintah yang membutuhkan tingkat transparansi dan efisiensi yang tinggi. Hal ini didasarkan fakta bahwa proses pengadaan dilakukan pada skala yang besar yang melibatkan partisipasi banyak pelaku bisnis. Selain itu, proses pengadaan konvensional yang berbasis kertas membutuhkan sangat banyak pertukaran dokumen dan menghabiskan banyak waktu. Sehingga proses pengadaan melalui sistem IT saat ini menjadi sebuah hal yang sangat dibutuhkan.

Penerapan e-procurement di Korea Selatan didasari atas dua alasan yaitu pertama, pengadaan pemerintah yang ditandai dengan kertas berorientasi prosedur, pekerjaan padat karya, dan proses yang rumit. Hal tersebut tentu menyebabkan kurang efisiensi, transparansi rendah dan kualitas layanan yang buruk. Kedua, lingkungan pengadaan yang berubah seiring kemajuan yang semakin cepat membuat transasksi komersial menjadi lebih mudah dilakukan secara online, dan lebih menekankan pada layanan pelanggan dan transparansi bisnis.
Lembaga yang mewadahi pelayanan e-procurement di Korea adalah Public Procurement Service (PPS). Saat awal pembentukannya, lembaga ini bernama Provisional Office of Foreign Supply (POFS) yang bertanggung jawab dalam mengelola persediaan bantuan luar negeri. POFS dikonsolidasikan dengan kantor pengadaan luar negeri (the Office of Foreign Procurement), dan selanjutnya menjadi kantor pasokan asing. Lembaga ini diperluas dari lembaga pengadaan procurement domestik menjadi agen procuring pusat. Sejak saat itu, barang-barang yang diperlukan untuk melaksanakan program – program pembangunan ekonomi pemerintah diperoleh dalam jumlah yang banyak tanpa hambatan. Lembaga ini juga telah menggunakan sumber daya keuangan yang terbatas dengan cara yang efisien. Lembaga ini telah mendorong pertumbuhan ekonomi Korea dengan waktu yang cepat dalam beberapa dekade terakhir.


Public Procurement Service (PPS) memilki peran sebagai berikut:

1 Pengadaan dalam negeri dan luar negeri

2 Kontrak untuk proyek-proyek pembangunan besar pemerintah.

3 Sebagai lembaga persediaan dan pasokan bahan baku

4 Lembaga koordinasi dan audit properti urusan pemerintah

5 Manajemen dan operasi KONEPS

Peran penting lain PPS adalah mengoperasikan sistem e-procurement yang digunakan oleh semua organisasi pemerintah. PPS telah menetapkan standar umum prosedur e-procurement, dan menyediakan informasi penting tentang pengadaan termasuk produk, harga, pemasok dan pelanggan.
Untuk merespon kebutuhan tersebut, Public Procurement Service (PPS) Korea Selatan mendirikan Korea On-line E-Procurement System (KONEPS), yang beralamat di http://www.g2b.go.kr/ . KONEPS memiliki konsep ‘single window’, di mana semua organisasi publik, termasuk pemerintah pusat, daerah, dan organisasi publik memperoleh akses yang sama. Seluruh permintaan prosedur pengadaan, penawaran, kontrak, hingga pembayaran secara otomatis dapat dilayani melalui KONEPS. PPS juga menawarkan one stop services bagi penawaran dan kontrak, yang langsung terhubung dengan 80 sistem eksternal seperti departemen dan lembaga keuangan.
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Gambar 3.1.1 Tampilan Home website KONEPS
Sumber : http://www.g2b.go.kr/
Setelah terdaftar di KONEPS, perusahaan diperbolehkan membuat penawaran untuk semua tender yang terbuka, serta untuk melihat berbagai informasi penawaran terkait.
Dengan adanya KONEPS, perusahaan swasta tak perlu lagi mengunjungi PPS. Mereka dapat memproses seluruh prosedur pengadaan secara on-line, mulai dari pengiriman penawaran, dokumen kontrak, hingga aplikasi sertifikat. Pengadaan barang dan jasa pemerintah menjadi transparan dan kredibilitas dengan kemampuan merilis informasi yang real-time, pemrosesan yang otomatis, serta transaksi via online. Hal ini juga menjadikan proses pengadaan lebih efisien dan produktif, dengan berkurangnya biaya transaksi, hemat waktu, dan juga menghilangkan penyerahan dokumen-dokumen yang sama yang berulang-ulang.

Sejak 2001, PPS mulai membangun KONEPS guna memperluas sistem yang ada menjadi lebih berskala nasional. KONEPS merupakan sistem dimana PPS menyediakan sebuah sistem elektronik yang menghubungkan mereka yang terkait dengan pengadaan secara online melalui satu situs. Tak puas hanya dengan sistem ini, pada tahun 2004 PPS mulai memfokuskan diri untuk semakin peningkatkan kepuasan pelanggan dengan membangun web call center dan Customer Relationship Management (CRM). Tahun 2005 merupakan tahun penting bagi PPS, dimana mulai diterapkan sistem e-procurement secara besar – besaran dan memungkinkan individu untuk memperoleh informasi pengadaan dan ikut serta dalam penawaran dengan menggunakan PDA (Personal Digital Assistance). Sejak Juni 2005, manajemen produk dilakukan dengan RFID (Radio Frequency Identification), yang memungkinkan proses manajemen dan pemeriksaan produk bisa dilakukan secara on-line dan real-time.
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Gambar 3.1.2 Outline dan Teknologi Dasar KONEPS
Sumber : http://www.pps.go.kr/eng/jsp/koneps/major.eng 
Selain melakukan upaya-upaya internal, PPS juga ikut berpartisipasi dalam CEFACT – sebuah badan PBB dalam standardisasi e-commerce internasional – dan juga memainkan peran aktif dalam upayanya mendorong KONEPS sebagai sebuah standar internasional pertama bagi proses etendering di dunia.

KONEPS telah menyelamatkan biaya tahunan melalui publikasi informasi tender yang real-time, alur kerja yang otomatis, serta transaksi on-line yang dilakukan, menjadikan administrasi pengadaan menjadi semakin transparan. Kontrak swasta di bawah US$ 30 ribu berubah menjadi tender terbuka, dan jumlah peserta penawaran meningkat lebih dari tiga kali lipat.

Digitalisasi administrasi publik dengan transaksi elektronik telah memberikan kontribusi terhadap efisiensi perekonomian nasional setelah diterapkannya tanda tangan digital dan enkripsi teknologi yang digunakan dalam transaksi elektronik (e-transaction) infrastruktur. Selain itu pengalaman e-business dapat menjembatani kesenjangan digital antara konglomerat dan perusahaan kecil-menengah, sehingga selanjutnya akan semakin memperkuat komitmen untuk meningkatkan kehandalan transaksi on-line bagi publik.

Faktor utama yang menjadikan KONEPS berhasil sebagai sebuah ’single window’ dalam pengadaan publik adalah karena ketersediaan infrastruktur TI di Korea Selatan yang mumpuni, termasuk tersedianya jaringan broadband supercepat. Faktor lain adalah adanya kegiatan untuk mempromosikan KONEPS secara merata dengan mengajak kerjasama dengan seluruh departemen di pemerintahan di Korea Selatan. Dengan upaya tersebut, KONEPS mampu menyediakan layanan yang handal dan terintegrasi yang terhubung dengan 80 lembaga-lembaga eksternal. Keahlian dan pengalaman PPS dalam hal pengadaan menjadi salah satu kontribusi besar bagi keberhasilan KONEPS.
Prosedur e-procurement untuk masyarakat Korea Selatan

a. Registrasi

Semua perusahaan yang ingin berpartisipasi pada penawaran yang telah diumumkan PPS sebelumnya, diharuskan untuk melakukan registrasi hingga satu hari sebelum penawaran dibuka.

b. Prosedur untuk pengadaan

· Purchase Request (PR)

PPS akan memeriksa Purchase Request (PR) dari perusahaan yang telah melakukan registrasi sebelumnya serta memutuskan jenis dan metode kontrak yang sesuai.

· Persiapan dokumentasi penawaran

Dokumen-dokumen terkait pengadaan barang dan jasa akan dipublish di pusat informasi PPS sehingga dapat dilihat oleh peserta.

· Pengumuman Penawaran

Penawaran dibuka secara on-line melalui www.g2b.go.kr. Penawaran ini dilakukan secara terbuka dengan tujuan memaksimalkan kompetisi penawaran. 

· Penawaran Obligasi
Peserta menetapkan tawaran obligasi dengan PPS dengan jumlah tidak kurang dari 5% dari harga yang telah ditetapkan di dokumen penawaran.

· Pengajuan Penawaran

Semua penawaran harus diserahkan ke PPS sebelum tanggal dan jam yang telah ditentukan di undangan penawaran.

· Putusan Kontrak

Pemenang diberikan kepada peserta yang menawarkan harga terendah, tapi berkualitas, serta bertanggung jawab sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan dalam dokumen penawaran. Spesifikasi dan persyaratan dipilih yang paling menguntungkan untuk pemerintah. Selanjutnya, akan ada pemberitahuan tertulis kepada pemenang.

· Performance Bond

Pemenang harus menetapkan performance bond atau jaminan dengan jumlah tidak kurang dari 10% dari jumlah kontrak.

· Tes dan Pemeriksaan

Setelah dilakukan tes dan pemeriksaan, pemenang penawaran dapat segera memasok barang-barang yang dibutuhkan.

· Pembayaran

Pemenang dapat mengajukan permintaan untuk pembayaran dengan meyertakan sertifikat penerimaan dan sertifikat pemeriksaan.

· Penutupan Kontrak

Kontrak akan ditutup ketika pemenang penawaran sudah melakukan kewajibannya dan PPS telah memberikan pembayaran.

Prosedur e-procurement untuk masyarakat luar negeri

a. Purchase Request (PR)

Para entitas publik dapat melakukan permintaan pengadaan barang dari luar negeri kepada PPS melalui KONEPS.

b. Mengajukan spesifikasi lelang

Setelah menerima PR< PPS mempersiapkan syarat-syarat kondisi dan spesifikasi barang yang dibutuhkan ke dalam undangan penawaran. Undangan penawaran akan di publish ke publik melalui KONEPS selama 7 hari. Masa 7 hari tersebut, PPS akan menerima perusahan-perusahaan yang mendaftar –yang tentunya perusahaan yang relevan dengan kebutuhan. Pengumuman terbuka ini untuk memastikan kesempatan yang sama dan kompetisi yang adil. Lalu, PPS akan menyelesaikan dokumen tender dan spesifikasi sesuai dengan hukum internasional dan praktek-praktek perdagangan.

c. Publikasi Undangan Penawaran

d. Registrasi

Untuk para calon peserta dapat mendaftar maksimal sehari sebelum mengirimkan tawaran mereka. Untuk peserta dari luar negeri diperbolehkan untuk registrasi melebihi batas waktu, asalkan pendaftaran selesai sebelum masuk padatahap kontrak. Kegagalan mendaftar akan mengakibatkan penolakan penawaran. Untuk masyarakat luar negeri, mereka adalah produsen asli. Pemohon tersebut harus melampirkan formulir pendaftaran atau sertifikat dari kantor untuk bukti. Dokumen-dokumen lampiran tersebut dianggap berlaku apabila dikeluarkan oleh otoritas publik yang relevan di negara pemohon.

e. Deposit Penawaran

Pada prinsipnya, deposit penawaran dibebaskan dengan pengajuan Memorandum of Bid Bond Payment. Namun, dalam kasus dimana deposit penawarn diperlukan, penawar harus melakukan deposit dengan jumlah tidak kurang dari 5% dari total harga penawaran.

f. Pengajuan Penawaran

Semua penawaran harus disiapkan dalam bahasa inggris dan diajukan di tempat yang ditunjuk pada tanggal dan jam (waktu standar Korea Selatan) yang telah ditentukan. Metode pengiriman penawaran telah ditentukan dalam undangan penawaran. Penawaran yang tiba setelah tenggat waktu tidak akan diterima. Penawaran ini harus disiapkan dengan menggunakan formulir yang disediakan oleh PPS.

g. Pembukaan Penawaran

Tawaran akan dibuka secara on-line melalui KONEPS.

h. Teknik Pemeriksaan atas Penawaran

Pemeriksaan pada dasarnya dilakukan oleh entitas publik yang melakukan permintaan pengadaan barang sebelumnya ke PPS. Namun, pemeriksaan ini juga dapat dilakukan oleh entitas publik bersama dengan PPS. Teknik pemeriksaan ini akan menghasilkan tiga keputusan, yaitu diterima, dapat diterima, dan ditolak.

i. Putusan Kontrak

Pemenang diberikan kepada peserta yang menawarkan harga terendah, tapi berkualitas, serta bertanggung jawab sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan dalam dokumen penawaran. Spesifikasi dan persyaratan dipilih yang paling menguntungkan untuk pemerintah Korea Selatan. Selanjutnya, akan ada pemberitahuan tertulis kepada pemenang sebagai tanda bahwa kontrak mulai berlaku.

j. Penerbitan Letter of Credit

Setelah kontrak dibuat, PPS akan menerbitkan letter of credit melalui bank di Korea Selatan. Penerbitan ini tidak dapat ditarik kembali dan tidak dapat dipindahtangankan. Kemudian, pihak bank akan memberitahu mengenai penerbilan letter of credit ini.

k. Deposit Performance Bond

Setelah ada pemberitahuan dari bank tentang penerbilan letter of credit, kontraktor atau pemasok harus melakukan deposit performance bond dengan jumlah yang tidak kurang dari 10% dari jumlah kontrak. Performance bond ini akan dirilis oleh PPS setelah kontrak berakhir atau kadaluwarsa.

l. Tes dan pemeriksaan

PPS akan menentukan pihak yang berhak untuk melakukan pemeriksaan terhadap kontraktor.

m. Pengiriman

Kontraktor atau pemasok melaksanakan kewajiban sesuai dengan kontrak dan letter of credit. Pengiriman harus dilakukan sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan. Jika pemasok gagal memenuhi kontrak, maka performance bond akan disita. Selain itu, apabila terdapat kerusakan atau spesifikasi barang yang berbeda, maka PPS berhak melakukan permintaan penggantian atau kompensasi secara tunai dari pihak pemasok.

n. Prosedur Kargo Barang-barang Impor

· Shipping Advice

Shipping advice akan mencakup nomor kontrak, nomor letter of credit, deskripsi dari barang yang akan dikirim, dan nomor B/L.

· Pengiriman

Ketika kargo tiba dipelabuhan, pihak PPS bertugas untuk membongkar kargo tersebut. Selanjutnya PPS juga melakukan pengurusan bea cukai, dan kemudian menyerahkan barang-barang tersebut ke entitas publik yang melakukan permintaan pengadaan barang ke PPS.
Apabila terdapat kerusakan atau spesifikasi barang yang berbeda, maka PPS berhak melakukan permintaan penggantian atau kompensasi secara tunai dari pihak pemasok

o. Pemeriksaan Dokumen Pengiriman

Jika terdapat doukumen yang tidak lengkap atau terdapat perbedaan dokumen, maka PPS dapat mengirimkan klaim terhadap pemasok.

p. Pembayaran untuk Barang-barang yang Telah Dikirim

Pembayaran dilakukan oleh bank yang menerbitkan letter of credit, dan dilakukan setelah pemasok menyelesaikan pengiriman.

q. Penutupan Kontrak

Kontrak akan ditutup ketika pemenang penawaran sudah melakukan kewajibannya dan PPS telah memberikan pembayaran. Selanjutnya PPS akan memerintahkan bank untuk menutup letter of credit dan melepaskan performance bond ke pemasok.
3.2. Comprehensive Tax System – Hometax
Melalui pelayanan single window ternyata membawa dampak positif dan terasa bagi seluruh kalangan masyarakat di Korea Selatan. Pelayanan yang memiliki tujuan dengan berorientasi negara dan administrasi yang demokratis berhasil direalisasikan.
Hometax Service merupakan salah satu bentuk layanan e-government yang ada di Korea Selatan. Hometax diluncurkan pada tahun 2002 sebagai bagian dari rencana pemerintah Korea untuk menyediakan informasi pajak dan pelayanan pajak secara online. Hometax adalah salah satu inisiatif pemerintah pusat untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah dan meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam administrasi publik. Pelayanan pajak online adalah layanan berbasis internet yang memungkinkan pembayar pajak untuk mengajukan pengembalian pajak, membayar pajak, dan menerima pajak-dokumen yang terkait pada internet tanpa harus pergi ke kantor pajak. Akses publik secara luas ke internet dan pengembangan informasi dan teknologi IT telah memungkinkan untuk National Tax Service (NTS) atau Kantor Pajak Nasional untuk mulai mengembangkan layanan baru yang inovatif untuk wajib pajak secara online dengan cara yang sangat mudah bagi pembayar pajak sesuai dengan peraturan pajak. Program ini telah mendapatkan sertifikasi ISO 20000 pada tahun 2008.

Negara Korea Selatan berhasil menjadikan dirinya sebagai negara dengan penerapan e-government terbaik di dunia. Segala aspek pelayanan hampir dikelola dengan elektronik, begitu juga dengan pelayanan pajak di negara tersebut. Melalui Nation Tax Service, Korea berhasil membuat inovasi baru dalam hal pajak, dengan menciptakan Home Tax Service (HTS). Menggunakan kecanggihan teknologi, Korea Selatan mencoba menerapkan prinsip e-government dibidang pelayanan pajak, yang dapat diakses melalui http://www.hometax.go.kr/ .
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Gambar 3.2.1 Tampilan Home website Hometax

Source : http://www.hometax.go.kr/
Pada zaman dahulu masyarakat Korea Selatan, malas untuk membayar pajak karena tidak adanya bentuk keterbukaan informasi dan harus menuju ke kantor pajak untuk menghadapi proses yang panjang dan berbelit. Namun aplikasi HTS ini bisa membuat perspektif itu berubah. Seluruh pertanyaan mengenai pajak dan fasilitas tentang pajak tersedia. Menu HTS yang ada mampu menjawab seluruh permasalahan pajak. Mulai dari e-filing, yang berguna untuk konsultasi pajak dan mengurangi penyelewengan pembayaran pajak. Penerapannya mudah dan dimengerti masyarakatnya. Nilai lebih bagi pemerintah Korea Selatan yang memberikan keterbukaan untuk memberikan pelayanan pajak dalam bentuk online. Sistem online ini memiliki kelebihan juga, sebagai salah satu cara mencegah tejadinya praktek korupsi. Sehingga tidak akan ada penyelewengan baik dari pihak pekerja pajak dan masyarakat yang wajib membayar pajak.

E-Notification memberikan fasilitas bagi masyarakatnya dalam memberikan peringatan untuk membayar pajak melaui SMS. Cara kerja ini dirasa cukup ampuh untuk memberikan peringatan agar angka telat bayar pajak menurun. Ini akan mendorong tercapainya pembangunan di Korea Selatan semakin cepat dan tepat. Kesadaran akan wajib pajak akan tertanam di masyarakatnya.

E-Payment akan meringankan masyarakat dalam hal membayar pajak. Karena hanya dengan memasukan nomor rekening ke dalam HTS, pembayaran akan berlangsung dengan sendirinya. Ini akan memberikan dampak baik bagi pekerja pajak yang meringankan pekerjaannya dan masyarakat yang tidak perlu antri panjang di kantor pajak atau bank.

Permintaan dan informasi akan berjalan dengan mudah dan dapat diakses oleh pembayar pajak. Jumlah tagihan, memeriksa transkip pajak, dan ruang untuk meminta informasi atau pengajuan akan mudah diakses. Ini membuat demokrasi dalam pelayanan publik semakin terlihat. Dengan demikian semangat untuk membayar pajak akan semakin meningkat dan ketertiban akan tercipta, karena masyarakat tidak menyimpan pertanyaan besar atau berfikiran negatif mengenai sistem pelayanan pajak di negaranya.

HTS juga memberikan pelayanan di E-Civil Service, segala bentuk pajak yang wajib dibayar akan dipaparkan secara jelas dan terperinci. Keterbukaan informasi sebagai landasan good governance dapat tercipta melalui program ini. Seluruh layanan yang tersedia di HTS memberikan pengaruh yang sangat besar.

Korea Selatan berhasil menerapkan HTS dapat dikatakan suatu inovasi. Karena sebelumnya seperti di UK dan Australia sudah menerapkan e-tax service namun Korea berhasil menerapkan pelayanan pajak dengan hanya mengakses online, seluruh menu pajak dan pelayanannya tersedia. Keterbukaan informasi, prosedur yang cepat dan mudah, sehingga tidak adanya penyelewengan di dalamnya.

Hal ini menjadi sebuah prestasi bagi negara Korea Selatan karena berhasil menciptakan pelayanan berbasis teknologi informasi terutama di bidang pajak, yang selama ini dibeberapa negara sulit diuraikan permasalahannya. Korea menciptakan inovasi yang tetap menggunakan prinsip demokrasi dan efisiensi. Penerapannya dapat dikatakan berhasil dan memberikan contoh baik untuk negara lain. 
Dengan penerapan pelayanan pajak secara online, tentunya memiliki tujuan yang dapat diuraikan sebagai berikut :
a. Untuk membuat sebuah "master plan" dengan menguraikan kerangka yang memungkinkan semua urusan pajak - mulai dari mengembalikan formulir pengisian pajak sampai untuk memperoleh dokumen perpajakan yang relevan - untuk dikerjakan melalui internet atau menggunakan peralatan elektronik.

b. Untuk meningkatkan kenyamanan wajib pajak dengan memasukkan internet dalam administrasi pajak. Dalam jangka panjang, tujuannya adalah untuk memperkuat daya saing nasional dengan memungkinkan administrasi perpajakan.

c. Hometax berusaha untuk memberikan pelayanan administrasi yang sejalan dengan era pengetahuan dan informasi. Dengan memberikan informasi pajak yang relevan untuk pembayar pajak secara real-time, pembayar pajak akan memiliki akses ke teknologi yang paling terdepan dalam administrasi perpajakan.

d. Hometax berupaya untuk meningkatkan efisiensi dalam administrasi pajak. Hal ini meningkatkan akurasi dan kecepatan dalam administrasi pajak dengan menghilangkan serangkaian sistem yang sebelumnya yaitu petugas pajak perlu secara manual memasukkan informasi pembayar pajak ke dalam sistem komputer NTS. Hometax ini dikelola dan diatur oleh NTS. Pelaksanaan itu sendiri dipimpin oleh Badan Masyarakat Informasi Nasional (National Information Society Agency) dengan dukungan dari Departemen Strategi dan Keuangan dan Departemen Administrasi Publik dan Keamanan. Telekomunikasi Keuangan Korea dan institusi kepabeanan dan bank yang mengumpulkan pendapatan nasional terlibat dalam e-payment.

Selain itu, penerapan Hometax ini memiliki manfaat dan hasil yang ingin dicapai, yaitu :
· Pertama, Hometax dapat meningkatkan kenyamanan wajib pajak dengan memungkinkan mereka untuk mengurus masalah pajak di rumah melalui internet tanpa harus mengunjungi kantor pajak. 

· Kedua, dengan menghilangkan kebutuhan untuk keterlibatan antara wajib pajak dan petugas pajak, Hometax mengurangi kesempatan untuk penyimpangan dan korupsi. 

· Ketiga, efisiensi administrasi dapat ditingkatkan, karena e-filing tidak memerlukan petugas pajak secara manual memasukkan entri kertas arsip ke dalam sistem komputer NTS .Langsung masuknya informasi oleh wajib pajak juga secara signifikan mengurangi ruang untuk kesalahan entri. 

· Keempat, Hometax membantu mengurangi biaya pemenuhan bagi pembayar pajak. Pada tahun 2008 NTS bisa menghemat sekitar 150 milia won biaya cetak (Pemberitahuan pajak, formulir pajak kembali dan formulir aplikasi) dan biaya pengiriman. Pembayar pajak mampu menghemat 400 miliar won per tahun dalam hal biaya transportasi ke kantor pajak dan biaya kesempatan bagi tenaga kerja.
BAB 4

PENUTUP

4.1 Simpulan

Berikut merupakan beberapa simpulan yang didapat dari penulisan, antara lain:

· Dengan menerapkan e-government, layanan terhadap masyarakat dapat meningkat jauh lebih baik.
· Masyarakat dengan lebih mudah dan efisien dalam menggunakan layanan pemerintahan yang mereka butuhkan.
· Informasi yang didapat masyarakat menjadi lebih cepat dan akurat.
· E-government yang diterapkan membawa dampak yang positif dan bermanfaat bagi warga negara Korea Selatan

· Dengan Hometax layanan menjadi lebih transparan sehingga dapat menghindari penyelewengan korupsi dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak.

4.2 Saran

Berikut merupakan beberapa saran yang perlu dipertimbangkan dari hasil penulisan, antara lain:
· Negara berkembang lainnya dapat menerapkan e-government agar dapat meningkatkan pelayan terhadap masyarakat.
· Penerapan e-government yang dilakukan Korea Selatan dapat dijadikan sebagai panutan karena penerapan yang dilakukan telah memiliki hasil yang baik bagi pemerintah dan masyarakat.  
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